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I. PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) sebagai alat operasional
tahunan dari Rencana Pembangunan Lima Tahun ( REPELITA ) , secara ekonomis
mempunyai fungsi sebagai kebijaksanaan moneter dalam rangka pengalokasian dana
guna mencapal pertumbuhan ekonomi secara makro. Alokasi dana yang tepat
senantiasa memperjelas pencapaian ke arah pembangunan yang hingga saat ini
dipakai sebagai sarana dalam upaya mendekatkan bangsa Indonesia pada tujuan
nasional yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur yang merata.

Pertumbuhan ekonomi yang direncanakan secara sistematis dan terstruktur
dalam setiap tahunnya akan sulit tercapai apabila tidak diimbangi dengan adanya
pengawasan atas pelaksanaan APBN. Oleh karena itu diperlukan suatu unit organisasi
yang berfungsi sebagai filter atas pelaksanaan APBN sehingga diharapkan terjadi
mobilitas dana yang optimal. Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan dari
pelita ke pelita tentunya semakin berat pula tugas yang dihadapi pemerintah,

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara ( KPKN )sebagai salah satu instansi
dari Departemen Keuangan Republik Indonesia adalah instansi yang bertugas
menerima pendapatan negara yang telah dianggarkan dan melakukan pembayaran
atas anggaran belanja negara baik rutin maupun pembangunan yang berada di
wilayah kabupaten Jember. Sehubungan dengan hal tersebut Kantor Perbendaharaan
dan Kas Negara sebagai pelaksana wewenang ordonansering dalam melakukan
penerapan undang-undang dan peraturan perbendaharaan yaitu meliputi : penyaluran
pembiayaan anggaran belanja negara , pengujian atas permintaan pembayaran serta

menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran ( SPM ) yang telah disahkan atas nama

menteri keuangan sebagai wujud nyata dari realisasi anggaran belanja pembangunan.
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Berdasarkan uraian diatas laporan Praktek Kerja Nyata ini diberi judul :

“PELAKSANAAN ADMINISTRASI ANGGARAN BELANJA
PEMBANGUNAN PADA KANTOR PERBENDAHARAAN DAN KAS
NEGARA JEMBER «

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata
. %.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata
a. Untuk mengetahui dan memahami tentang pelaksanaan administrasi Anggaran
Belanja Pembangunan pada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
b. Untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan praktis mengenai
Anggaran Belanja Pembangunan.
1.2.2  kegunaan Praktek Kerja Nyata
a. Menambah wawasan dan memperoleh pengalaman khususnya dalam
pelaksanaan administrasi Anggaran Belanja Negara
b. Memenuhi persyaratan tugas akhir program Diploma III Fakultas Ekonomi

Universitas Jember.

1.3 Objek dan Jangka Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Objek pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
Praktck Kerja Nyata ini dilaksanakan di Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
di jalan Kalimantan 3 Jember 68121 telp. (0331) 334144

1.3.2  Jangka waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan setiap hari kerja selama kurang lebih 144
jam efektif terbitung mulai 4 Februari sampai dengan 4 Maret 2002 ,
menyesuaikan dengan jam kerja yang berlaku di Kantor Perbendaharaan dan Kas

Negara sebagai berikut :
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Tabel 1. Jam kerja pada KPKN Jember

Senin-kamis Jum at j
Masuk | 07.30 \ 07.00 !
Istirahat | 12.15-13.00 | 11.15-13.00 |
Pulang | 17.00 ;

Sumber : KPKN Jember

1.4 Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Tabel 2. Kegiatan Praktek Kerja Nyata pada KPKN Jember

No | Kegiatan

Minggu
gLy s TNy TRET
| P‘rkenalan dengan seluruh karvawan Kantor | X |
Perbendaharaan dan Kas Negara ! § |
| |
2. | Penjelasan mengenai fungsi, peranan dan tugas | X ‘
pokok Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara 1
3 Membantu dalam pengisian Surat Permintaan ﬁ ]‘ X
] Pembayaran Pembangunan 1 i
| |
| 4, Membantu dalam pencatatan penerbitan Surat ‘ ! t X
| Perintah Membayar pada Kartu Pengawasan | ]
! } DIP/ SKO Belanja Pembangunan 5 I
| { |
5 J[ Membantu dalam pengisian Kartu Pengawasan | { X
| | Kontrak |
6. } Berpamitan dengan seluruh karyawan Kamor‘! X
| Perbendaharaan dan Kas Negara vang ulah(
] | membantu selama Praktek Kerja Nyata J‘
|
7. | Penutupan Praktek Kerja Nyata | _ X
‘[ )

Sumber ; KPKN Jember
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1.5 Bidang Ilmu Yang Digunakan
Bidang ilmu yang menjadi landasan dalam penulisan laporan Praktek Kerja Nyata
adalah :
a. manajemen
b. anggaran perusahaan

C. lﬂill]ilelﬂCﬂ kcuang:m
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I . LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Administrasi
Istilah administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama

antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu dalam rangka
pencapaian tujuan yang telah ditentukan. sebelumnya dengan memanfaatkan sarana
dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna ( Sondang P.Siagian,
2001:2)
Apabila definisi diatas disimak, akan terlihat tiga hal yaitu :
a. Administrasi merupakan suatu seni sekaligus proses
b. Administrasi memiliki unsur tertentu yaitu adanya dua orang atau lebih yang

bekerja sama yang bersifat formal maupun hirarkhis
¢. Administrasi sebagai proses kerjasama yang timbul bersamaan dengan munculnya

peradaban manusia

Administrasi mempunyai tiga komponen yang membentuk satu kesatuan yang utuh

antara lain ;

a. Manajemen
Sebagai komponen administrasi, manajemen dapat dilihat dari dua sudut pandang
vaitu :
I. Manajemen sebagai proses penyelenggaraan berbagai jenis aktifitas dalam

rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya

b

Manajemen merupakan kemampuan memperoleh hasil melalui kegiatan orang
lain dalam rangka pencapaian tujuan
b. Organisasi
Menyoroti organisasi sebagai wadah berarti melihatnya dari paling sedikit tiga
sudut pandang vyaitu :

1. Melihat organisasi sebagai suatu struktur

th
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C.

(8]

1o

Melihat organisasi sebagai wadah juga berarti melakukan analisis terhadap
berbagai tipe organisasi untuk kemudian dipilih dan digunakan tipe yang
dianggap paling tepat

3. Penerapan prinsip-prinsip organisasi

Kegiatan Operasional

Usaha pencapaian tujuan dapat dilihat pada penyclenggaraan kegiatan-kegiatan
operasional antara lain :

I. Tujuan yang hendak dicapai

o

Sasaran yang telah ditetapkan

(%]

Strategi organisasi sebagai kebijaksanaan dasar
4. Program kerja
5. Struktur dan tipe organisasi

Prajudi Atmosudirdjo (2000:1) meninjau administrasi dari ti ga sudut yaitu :
Sudut proses
Administrasi adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan
dimulai dari proses pemikiran, proses pelaksanaan sampai kepada proses
tercapainya tujuan itu sendiri
Sudut fungsional
Administrasi berarti didalam segala kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah
ditentukan terdapat berbagai fungsi atau tugas, yaitu ada tugas perencanaan, tugas
mengorganisir, tugas menggerakkan, tugas mengawasi atau meneliti segala
kegiatan agar tidak terjadi penyimpangan
Sudut institusional
Administrasi sebagai suatu totalitas kelembagaan dimana dalam lembaga itu

terdapat kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.
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Menurut The Liang Gie ( 1998 :11 ) dalam tertib administrasi dapat dibedakan
menjadi delapan unsur yaitu :
1. Pengorganisasian
Rangkaian perbuatan menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi setiap

kegiatan dari usaha kerjasama yang bersangkutan

o

Manajemen

Rangkaian perbuatan menggerakkan karyawan dan mengarahkan segenap fasilitas

kerja agar tujuan kerjasama itu benar-benar tercapai

3. Tata hubungan
Rangkaian perbuatan menyampaikan warta dari suatu pihak kepada pihak lain
dalan usaha kerjasama itu

4. Kepegawaian
Rangkaian perbuatan mengatur dan mengurus tenaga kerja yang diperlukan dalam
kerjasama itu

5. Keuangan
Rangkaian perbuatan mengelola segi-segi pembelanjaan dalam usaha kerjasama
itu

6. Perbekalan

Rangkaian perbuatan mengadakan, mengatur pemakaian, mendaftar, memelihara

sampai menyingkirkan segenap perlengkapan kerjasama itu

7. Tata usaha
Rangkaian perbuatan menghimpun, mencatat, mengadakan, mengirim  dan
menyinpan keterangan-keterangan yang diperfukan dalam kerjasama itu
Selain definisi tersebut diatas, ada beberapa definisi administrasi yang lain
yaitu :

a. Cenderung berprasangka ke arah efisiensi perusahaan . Manajemen, suatu
keseluruhan istilah yang meliputi banyak subjek yang semuanya ekonomi,

pengendalian produksi, ilmu jiwa perusahaan dan statistik dapat bergabung untuk

SN R e e
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menggambarkan semua persoalan pokok guna melancarkan organisasi
perusahaan. Istilah yang dipergunakan adalah “administrasi perusahaan”.
b. Pelayanan-pelayanan manajemen atau pelayanan-pelayanan kantor perusahaan ini
selanjutnya dapat dibagi sebagai berikut
I. Manajemen puncak, mencakup para direkiur dan manajer senior yang
merumuskan kebijaksanaan, menyusun rencana-rencana dan mengesahkan

keputusan-keputusan yang penting.

[

Para perencanaan, pengawas dan pelayanan-pelayanan bantuan seperti jabatan

sekretaris perusahaan perencanaan produksi, akunran dan manajer

perkantoran.

¢. Organisasi atau suatu kantor pusat merupakan suatu perusahaan yang mengawasi
sejumlah unit-unit produksi. Definisi inidapat berlaku dalam sejenis kelopok

perusahaan yang mempunyai beberapa seksi ( Moekijat, 1992 : 4).

2.2 Pengertian Anggaran Negara
Anggaran negara yang dikenal sebagai Anggaran Pembangunan dan Belanja
Negara adalah
“suatu daftar atau rekening tentang posisi keuangan suatu badan berdaulat
untuk suatu jangka waktu tertentu berdasarkan atas perkiraan pengeluaran
selama jangka waktu tersebut dan usul-usul untuk pengeluaran-pengeluaran
tersebut inl merupakan suatu rencana untuk mengkoordinasikan sumber-sumber
pendapatan dan pengeluaran-pengeluaran anggaran memuat sejumlah uang
yang tersedia untuk diperlakukan atau ditentukan scbagai maksud khusus™(
Departemen Keuangan , 1988:1 ).
Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara ( GBHN ) yang telah ditetapkan oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR ) setiap lima tahun sekali, disebutkan bahwa

kebijaksanaan pemerintah dalam perencanaan pembangunan meliputi tiga hal yaitu :
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o

Perencanaan pembangunan panjang yang merupakan perencanaan pembangunan

dalam kurun waktu 25 tahun yang disebut dengan Pembangunan Jangka Panjang
)

. Perencanaan jangka menengah yaitu perencanaan pembangunan dalam Jangka

waktu lima tahun yang disebut dengan Pembangunan Lima Tahun ( PELITA )

. Perencanan jangka pendek yaitu perencanaan pembangunan dalam jangka waktu

satu tahun yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara ( RAPBN ). RAPBN tersebut dibuat oleh pemerintah dan ditetapkan
dengan undang-undang oleh DPR kemudian dinamakan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara ( APBN ) , sesuai dengan pasal 23 ayat 1 Undang —Undang Dasar
1945.

Dalam APBN tersebut tertuang semua rencana kegiatan pemerintah yang akan

dilaksanakan selama satu tahun anggaran (mulai 1 April sampai dengan 31 Maret

tahun berikutnya ). Kegiatan pemerintah tersebut secara garis besar dapat dibagi

menjadi dua yaitu :

L,

(S®]

Kegiatan umum pemerintah yang diistilahkan dengan kegiatan rutin atau
pengeluaran rutin yang merupakan kegiatan operasional pemerintah

Pelaksanaan pembangunan baik fisik maupun nonfisik yang diistilahkan dengan
pengeluaran pembangunan.

Dalam melaksanakan amanat rakyat ( DPR ) berupa UU APBN tersebut

pemerintah telah menerbitkan suatu keputusan yaitu keputusan Presideen tanggal 23

Maret 1994 Nomor 16 th. 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara. Dalam Keppres disebutkan bahwa berdasarkan UU tentang APBN

rincian lebih lanjut sebagai berikut :

1.

2

Untuk tiap jenis penerimaan anggaran pada sumber-sumber anggaran rutin dan
sumber-sumber anggaran pembangunan ke dalam tiap-tiap bagian anggaran
Untuk tiap sektor / subsektor dalam anggaran belanja rutin kedalam program

kegiatan dan jenis pengeluaran ke dalam tiap anggaran
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3. Untuk tiap sektor / subsektor dalam anggaran belanja pembangunan ke dalam
program dan proyek ke dalam tiap anggaran
Untuk anggaran belanja pembangunan dibiayai dari tabungan pemerintah dan
penerimaan sumber-sumber anggaran pembangunan berupa nilai bantuan program
dan bantuan proyek, bantuan teknis serta bantuan luar negeri lainnya. Penyusunan
Anggaran Belanja Pembangunan diselenggarakan oleh Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional ( Ketua Bappehas ) bersama dengan Menteri Keuangan
disusun dalam suatu dokumen yang dinamakan dengan DIP ( Daftar Isian Proyek )
atau dokumen lain yang disamakan berdasarkan usulan dari tiap departemen atau
lembaga yang berupa DUP ( Daftar Usulan Proyek ). Setelah DIP disahkan, Menteri
Keuangan menyampaikan DIP tersebut kepada :

1. Ketua Bappenas

2. Menteri / Ketua Lembaga yang bersangkutan
3. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
-

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK )

3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP )

4. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggran Departemen Keuangan

6. Pemimpin Proyek / Bagian Proyek

Dalam formatnya, DIP terdapat rincian jenis pengeluaran yang bisa dikelompokkan
menjadi dua yaitu :

I. Belanja Penunjang yang terdiri dari beberapa MAK (Mata Anggaran
Pengeluaran)

a. Gaji/upah, kode MAK 5190

b. Bahan, kode MAK 5290

¢. Perjalanan, kode Mak 5490

d. Lain-lain, kode MAK 5890

b2

Belanja Modal, yang terdiri dari :
a. Tanah, kode MAK 5910
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b. Peralatan dan Mesin, kode MAK 5490

¢. Gedung dan Bangunan, kode MAK 5930

d. Jaringan (jalan, irigasi, dll), kode MAK 5940
e. Fisik lainnya, kode MAK 5950

f.  Non Fisik, kode MAK 5960

Berdasarkan DIP / Dokumen yang dipersamakan tersebut, direktur jenderal
atau pejabat setingkat pada departemen atau lembaga yang membawahkan proyek
menyusun petunjuk operasional ( PO ) bagi setiap proyek. Dalam PO dimuat uraian
dan rincian dari DIP atau dokumen yang disamakan dan petunjuk khusus dari
pimpinan departemen atau lembaga yang perlu diperhatikan oleh pimpinan proyek
dalam pelaksanaan proyek yang bersangkutan. PO tersebut oleh departemen atau
lembaga yang bersangkutan disampaikan kepada :

1. Pimpinan Proyek ( Pimpro )

o

Inspektorat Jenderal Departemen ( Itjend ) / Lembaga

Sekretarian Jenderal Departemen ( Sekjend ) / Lembaga

S

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( Bappenas )
Direktorat Jenderal Anggaran ( DJA )
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan ( BPKP )

Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1

© N o v

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran

Pembiayaah dalam rangka pelaksanaan anggaran pembangunan disalurkan
melalui :
a. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
b. Perbankan

Penentuan KPKN yang membiayai proyek didasarkan atas -efisiensi

pembiayaan dengan memperhatikan lokasi proyek dalam hubungannya dengan
wilayah pembayaran dari suatu KPKN. Untuk memperoleh pembiayaan tersebut,

bendaharawan proyek atas perintah Pimpro mengajukan  Surat Permintaan
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Pembayaran Pembangunan ( SPPP ) kepada KPKN, sedangkan mengenai
pembiayaan melalui bank diatur lebih lanjut oleh Departemen Keuangan.

Pada dasarnya ada dua macam pembiayaan yang dilakukan melalui KPKN yaitu
dengan sistem Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan ( UYHD ) / Uang Muka
Kerja dan dengan pembayaran secara langsung kepada rekanan.

Pembayaran melalui penyediaan UYHD scbagaimana dimaksud, dapat
dilakukan untuk pengadaan barang / jasa sampai dengan nilai Rp. 10.000.000,- untuk
setiap jenis barang / jasa tiap rekanan. Sedangkan pembayaran langsung dapat
dilakukan untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang / jasa yang nilainya diatas
Rp. 10.000.000,-.

2.3 Pengertian Belanja Pembangunan

Pembangunan dapat diartikan adanya kesadaran atau keinsyafan uantuk
melakukan kegiatan memperbaiki, mendirikan bahkan menumbuhkan serta
meningkatkan daya upaya yang mengarah kepada keadaan yang lebih baik dengan

dilandasi oleh semangat dan kemauan vang tinggi.
Belanja pembangunan dapat diartikan sebagai budged ( biaya, ongkos ) yang

disediakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat memperbaiki dan

meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya dan bangsa Indanesia pada umumnya

dengan berlandaskan pada :

1. Landasan Idiil, yaitu Pacasila

2. Landasan konstitusional, yaitu UUD 45

sedangkan landasan operasionalnya adalah GBHN yang pada dasarnya strategi

pembangunan nasional dalam upaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan

makmur sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Pada dasarnya anggaran belanja pembangunan berasal dari dua sumber antara

lain :

1. anggaran belanja pembangunan yane berasal dari Ru piah Murni, yaitu anegaran
oD 9 J o h o

belanja yang dibiayai dari sumber-sumber penghasilan dalam negeri sendiri
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2. anggaran belanja pembangunan yang berasal dari Bantuan Luar Negeri yaitu

anggaran belanja pembangunan yang dibiayai dari bantuan-bantuan yang berasal

dari luar negeri.
Bantuan Luar Negeri terdiri dari dua jenis , antara lain :
a. pinjaman luar negeri

adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa

yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang danatau jasa yang diperoleh

dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan
persyaratan tertentu
b. Hibah Luar Negeri

Adalah setiap penerimaan negara baikdalam bentuk devisa dan atau devisa

yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau dalam bentuk jasa

termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang diperoich dari pemberian hibah luar
negeri yang tidak perlu dibayar kembali.

Penyusunan anggaran belanja pembangunan diselenggarakan oleh Menteri
Negara Perencanaan Pembangunan Nasional ( ketua Bappenas ) bersama Menteri
keuangan yang disusundalam suatu dokumen yang dinamakan Dafiar Isian Proyek (
DIP ) atau dokumen lain yang disamakan berdasarkan usulan dari setiap departemen /
lembaga yang berupa Daftar Usulan Proyek ( DUP ).

Menurut M. Ichwan ( dalam Anggaran Negara 1998:13 ), pengertian dari
Daftar [sian Proyek ( DIP ) adalah suatu daftar yang memuat proyek yang telah
ditelaah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( Bappenas ) dan Menteri
Keuangan ( Direktorat Jenderal Anggaran ), sehingga sebelum tahun anggaran
dimulai dapat memperoleh persetujuan penjabat berwenang dalam departemen /
lembaga dan kemudian dikirim kepada Menteri Keuangan dan Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional untuk memperoleh pengesahan.
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Setelah Daftar Isian Proyek disahkan dan diserahkan, menteri keuangan
menyampaikan Daftar Isian Proyek tersebut kepada :

I. Ketua Bappenas

2. Menteri / Ketua lembaga yang bersangkutan

3. kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara

4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan

5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan
7. Pimpinan Proyek

2.4 Mekanisme Pembayaran Anggaran Pembangunan Menurut Sistem
Pembayaran Langsung
2.4.1 Pengertian Pembayaran Langsung

Pembayaran langsung dapat diartikan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan pembayaran yang dilakukan oleh KPKN langsung kepada
pithak yang berhak dengan menerbitkan SPM atas nama pthak yang
berhak atau untuk dibayarkan kepada pihak yang berhak atas dasar SPP
dan bukti pengeluaran yang sah yang diajukan oleh kantor satuan kerja /
pimpinan proyek

b. Pembayaran langsung pada dasarnya dapat dilakukan untuk keperluan
pembayaran berapapun pembayaran tersebut

¢. Untuk pembayaran dalam rangka pengadaan pemborongan yang bernilai

diatas Rp. 5.000.000.- harus dilakukan dengan SPM

2.4.2 Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung ( SPP-LS)
a. Surat Permintaan Pembayaran Langsung ( SPP-LS ) diajukan oleh
bendaharawan kepada KPKN rabgkap tiga dilampiri dengan bukti
pengeluaran yang sah antara lain :

1. Penunjukan rekanan

o s
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2. Addendum kontrak apabila ada peribahan dalam kontrak

3. Berita acara pemeriksaan

4. Berita acara serah terima pekerjaan / barang

5. Surat perjanjian kontrak

6. Kuitansi / nota / faktur

7. Berita acara pembebasan tanah yang dibuat oleh panitia

8. Surat jaminan uang muka berupa bank garansi yang diterbitkan oleh

bank pemerintah / lembaga keuangan lainnya yang ditetapkan oleh
menteri keuangan

b. Surat Permintaan Pembayaran langsung dibuat untuk tiap jenis Mata
Anggaran Keluaran ( MAK ) dengan menggunakan formulir lembar A

¢. Pengisian lembar A harus diisi secara jelas nama yang berhak menerima
serta nama dan nomor rekening / giro pos dari pihak yang akan menerima
pembayaran. Selanjutnya harus diisi Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP )
yang bersangkutan untuk penyetoran pajak

d. SPP-LS ditandatangani oleh bendaharawan dan disetujui oleh kepala
kantor / pimpinan proyek

¢. Semua bukti pengeluaran harus terlebih dahulu disetujui oleh kepala
kantor / pimpinan proyek untuk diajukan pada KPKN

2.43 Penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung ( SPM-LS )

a. Pada dasarnya KPKN mengadakan pengujian terhadap SPM-LS sesuai
dengan cara yang dilakukan dalam pengujian SPP beban tetap yang
berlaku antara lain
1. Melakukan pengujian atas dasar DIP / SKO asli yang diterima
2. Melakukan penelitian pada SPM yang telah diisi secara lengkap dan

betul

(75}

Mengadakan pengujian pada kredit anggaran yang tersedia masih

memungkinkan untuk melaksanakan pembayaran yang diminta

g et ot
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Mengadakan pengujian pada pembayaran yang dimintakan tidak
melebihi batas pembiayaan bulanan yang diperkenankan

Melakukan penelitian pada semua buikti pengeluaran vang dilampirkan
sudah dibuat sesuai dengan ketentuan vang berlaku

Melakukan penelitian pada pembayaran yang dimintakan sesuai
dengan tujuan penggunaan dana yang disediakan

Melakukan penelitian pada jaminan bank yang diisyaratkan masih
berlaku

Melakukan penelitian pada kontrak-kontrak pembiayaannya telah

diatur secara jelas tentang alokasi sumber-sumber pembiayaannya

Apabila SPP beserta surat-surat bukti dan lampiran telah memenuhi

persyaratan, maka KPKN menerbitkan SPM dengan ketentuan sebagai

berikut :

1

§®)

(O8]

Pembayaran kepada rekanan dilakukan dengan penerbitan SPM bank /
giro pos dengan cara pemindahbukuan

Apabila rekanan tidak mempunyai rekening pada bank / giro pos dapat
diterbitkan SPM cek bank / giro pos atas nama rekanan yang
bersangkutan

Pejabat yang menandatangani SPP-1.S Juga harus menandatangani cek
giro / cek SPM yang bersangkutan

SPM-LS harus diselesaikan paling lambat enam Jam kerja untuk
anggaran belanja pembangunan mulai sejak diterimanya SPP sampai

diterimanya SPM oleh perbendaharaan umum
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1. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Singkat Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara ( KPKN )

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara ( KPKN ) berdiri sejak tahun 1973
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 17
Oktober 1973 nomor 025 / 17-25 / DJ dengan nama Kantor Pembantu Bendahara
Negara ( KPBN ), KPBN ini'ber_jalfm sampai dengan 1979, selanjutnya mulai bulan
Maret 1979 berubah menjadi Kantor Kas Negara ( KKN ). Perubahan tersebut terjadi
karena sudah adanya otonomi peranan atau fungsi kantor.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 12
Juni 1989 No. 645/KMK.01/1989 Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jember
vang semula bernama Kantor Kas Negara telah berubah nama menjadi Kantor
Perbendaharaan dan Kas Negara dan keputusan ini mulai aktif sejak bulan April
1990. Tujuan diadakan perubahan nama adalah untuk meningkatkan pelayanan
terhadap masyarakat khususnya yang berhubungan dengan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN ).

‘Secara struktural Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara ( KPKN ) berada
dibawah naungan Departemen Keuangan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia No. 405/MK.6/4/1975 sebagai pelaksana Keputusan Presiden No.
44 dan 45 tahun 1975, tugas pokok Direktorat Jenderal adalah melaksanakan
sebagian tugas pokok Departemen Keuangan dibidang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara ( APBN ) berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri

Keuangan Republik Indonesia.

A | ¥ ey Persis
LT
—— . L,
\n.  —
17
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3.2 Struktur Organisasi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara ( KPKN )

Menurut pola kerja serta lalu lintas wewenang dan tanggung jawab, maka
bentuk organisasi pada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara menggunakan bentuk
organisasi garis. Dalam organisasi garis setiap atasan mempunyai bawahan tertentu
dan seorang bawahan hanya menerima perintah dari seorang atasan saja dan kesatuan
komando terjamin dengan baik, karena pimpinan berada diatas satu tangan.

Berdasarkan beban pekerjaan dan  keluasan wewenang, Kantor
Perbendaharaan dan Kas Negara Jember diklasifikasikan dalam -

a. 'Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara tipe Khusus
b. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara tipe A
¢. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara tipe B

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jember termasuk pada tipe B, adapun

bagan struktur organisasi pada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jember dapat

dilthat dalam gambar halaman berikut :
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STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA

JEMBER
KANTOR
PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA
TIPE
ESELON 111/B3
SUB BAGIAN UMUM
1 v S ;
| SEKS] SEKSI KELOMPOK
| PERBENDAHARAAN PEMBANTU UMUM TENAGA FUNGSIONAL
! o
| UNIT
é PEMBANTU KAS }——ﬂ
I | l
=

Gambar 1 . Struktur Organisasi
Sumber : Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jember
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Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jember dipimpin seorang kepala

kantor, dan dibawahnya terdapat tiga kepala seksi yaitu :

—

Sub Bagian Umum

2. Seksi Perbendaharaan

(8]

Seksi Bendaharawan Umum

Menurut buku pedoman pelaksanaan kerja vang digunakan pada Kantor

Perbendaharaan dan Kas Negara, tugas dari masing-masing bagian dapat dijelaskan

dibawah ini.

1. Tugas Kepala Kantor

a.

b.

d.

uc

S8

d.

b.

Menetapkan rencana dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
Menyelenggarakan tugas pokok yang berkaitan dengan pelaksanaan tekhnis
perbendaharaan.

Menyelenggarakan tugas pokok yang berkaitan dengan surat menyurat.
Menyelenggarakan tugas pokok yang berkaitan dengan tugas bendaharawan
umum.

Membina pegawai kantor untuk meningkatkan prestasi kedisiplinan.
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kantor Perbendaharaan dan Kas
Negara dalam rangka pelaksanaan tugas.

Mengkoordinasikan penyusunan laporan berkala dari para saksi sebagai
pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Kantor Perbendaharaan dan Kas

Negara.

Tugas Sub Bagian Umum

Mengkoordinir kepegawaian Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Mengkoordinir kegiatan tata usaha dan keuangan Kantor Perbendaharaan dan
Kas Negara sesuai dengan pereturan yang berlaku.

Mengkoordinir urusan rumah tangga kantor sesuai dengan peraturan yang

berlaku.
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Mengkoordinir tugas bawahan pada sub bagian umum dalam rangka
kelancaran pelaksanaa tugas.
Mengkoordinir urusan laporan sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Menyelenggarakan tugas yang lainnya sesuai dengan tugas urusan umum.

Dalam menjalankan tugasnya sub bagian umum dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

i

S

Urusan Tata Usaha dan Keuangan

a. Menerima, menyortir, mencatat atau meregristasikan dan meneruskan atau
menyalurkan semua surat masuk dan dokumen lainnya kepada seksi atau
unit yang bersangkutan.

b. Menyortir serta menyampaikan surat atau dokumen lainnya kepada unit-
unit yang bersangkutan.

¢. Menerima, memberi tanggal dan nomor serta melaksanakan pengiriman
surat dan dokumen lainnya keinstansi lain.

d. Menyusun kearsipan, himpunan peraturan, dokumentasi dan perpustakaan

kantor.

@

Menerima serta mencatat konsep surat dan dokumen lainnya untuk

digandakan.

f. Menyerahkan hasil pengetikan atau penggadaan beserta konsepnyakeunit
yang bersangkutan sepanjang vang diserahkan.

Urusan Pelaporan Perbendaharaan

a. Membuat laporan dan data statistik yang berhubungan dengan kegiatan
perbendaharaan.

b. Membuat nomor dan daftar penguyji Surat Perintah Membayar ( SPM ).

¢. Membimbing pegawai bawahan pada urusan pelaporan perbendaharaan.

d. Mengkoordinasi tugas bawahan pada urusan pelaporan kas negara dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas urusan pelaporan perbendaharaan.

e. Membuat laporan kegiatan uruisan pelaporan perbendaharaan serta

ertangeung jawaban atas semua pelaksanaan tugas.
ggung | g
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Urusan Pelaporan Kas Negara

‘a. Membuat laporan dan data statistik yang berhubungan dengan

bendaharawan umum.
b. Membuat laporan dan data statistik pembayaran gaji daerah otonom.
¢. Membuat laporan jumlah pegawai negari daerah otonom.
d. Menyusun laporan jumlah handling penerimaan dan pengeluaran

bendaharawan umum.

3. Tugas Perbendaharaan

4
b.
o

d.

o

= 0g

[

Pengujian dan pencatatan surat permintaan pembayaran ( SPP )

Pencatatan, paraf dan penandatanganan lembar kedua SPM

Verifikasi dan pencatatan spt belanja rutin

Verifikasi dan pembuatan catatan penilaian tembusan seperti belanja
pembangunan

Pengujian permintaan, pembuatan dan pencatatan SKPP

Penecekan dan pencatatan surat yang berhubungan dengan pendapatan atau
piutang negara

Penyiapan SPM dan SSP

Penyiapan surat menyurat dan penyusunan laporan berkala belanja pegawai
Melaksanakan urusan pembuatan pertanggung jawaban penerimaan
pengeluaran melalui bank atau giro pos

Melakukan pembuatan laporan periodik sesuai ketetapan atau peraturan yang

berlaku

4. Tugas Bendaharawan Umum

L

b.

Membuat laporan penerimaan pajak
Membuat laporan penerimaan non pajak
Membuat laporan bea cukai

Membuat laporan penerimaan pajak bumi dan bangunan
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e. Membuat laporan relisasi pembayaran gaji daerah

f.  Membuat laporan pertanggung jawaban bendaharawan umum

Bendaharawan umum dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sub seksi

Bank Tunggal, Sub Seksi Bank Persebsi. Sub Seksi Giro Pos dan Pembukuan.

1. Tugas Sub Seksi Bank Tunggal

a.
b.

C.

d.

)

a.

b.

(%)

a.

b.

@

Mengkoordinasikan penerbitan cek bank dan giro bank
Mengkoordinasikan pembukuan bank tunggal

Mengkoordinasikan operator mesin case register sub seksi bank
tunggal

Mengkoordinasikan pembuatan laporan gaji daerah otonam

Tugas Sub Seksi Bank Persepsi

Mengawasi kecepatan dan ketetapan penerimaan dan pengeluaran
melalui bank operator

Melakukan pembukuan pada sub seksi bank persepsi
Mengkoordinasikan operator mesin case register pada sub seksi bank

persebsi penanggung jawab pelaksana tugas

Tugas Sub Seksi Giro Pos dan Pembukuan

Mengawasi kecepatan dan ketepatan penerimaan dan pengeluaran
melalui sentral giro

Melaksanakan penerbitan cek atau giro pos berdasarkan ketentuan
yang berlaku

Melaksanakan pembukuan dan rangkuman pembukuan bendaharawan
umum

Mengkoordinasikan mesin  case register sub scksi giro pos dan
pembukuan

Membimbing pegawai bawahan pada seksi giro dan pos dan
pembukuan

Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan pada giro pos dan

pembukuan
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3.3 Kegiatan Pokok Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara ( KPKN)

Sebagai unsur pelaksanaan Direktorat Jenderal Anggaran berada dibawah
tanggaung jawab wilayah DJA IX, maka dalam aktifitas operasionalnya KPKN
Jember melaksanakan kegiatan pokok dalam bidang :

I. Penerimaan
Kegiatan penerimaan terbatas pada kegiatan keadministrasian (non fisik) baik
setoran yang diterima dari pajak (surat setoran pajak) maupun laporan dari
instansi vertikal mengenai penerimaan non pajak seperti pemotongan SPM,

bendaharawan khusus, penerimaan pembayaran melalui pos dan bank

o

Pengeluaran
Kegiatan pengeluaran yang menjadi kegiatan Kantor Perbendaharaan dan Kas
Negara ( KPKN ) Jember dapat digolongkan menjadi dua yaitu
a. Belanja rutin yang terdiri dari
l. Belanja pegawai yang meliputi pembayaran gaji pegawal negeri, lembar

O

pegawai negeri, honorarium guru tidak tetap, honorarium dosen

o

Belanja non pegawai yang meliputi belanja untuk keperluan sehari-hari,
perkantoran, pembelanjaan dan subsidi
b. Belanja pembangunan

Kegiatan belanja pembangunan hanya terbatas pada penyelenggaraan kegiatan
keadministrasian atas proyek pembangunan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara ( APBN ) berdasarkan Daftar Isian Proyek (DIP) yang diterima.
Selain kegiatan pokok sepert diatas, Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jember
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dari DJA diwilayah kerjanya

berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
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Dalam melaksanakan tugas pokok yang dimaksud, Kantor Perbendaharaan

dan Kas Negara ( KPKN ) Juga mempunyai fungsi yaitu :

a.

T

o

o

Melaksanakan kegiatan ordonarsering, yaitu kegiatan yang meliputi pengujian
terhadap  permintaan pembayaran  berdasarkan  peraturan perundangan
perbendaharaan yang berlaku dan penerbitan SPM atas nama Menteri Keuangan
Penyaluran pembiayaan atas beban anggaran dan non anggaran

Penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang vang telah disalurkan
Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak

Pengelolaan kas negara

Penerimaan dan pengiriman uang

Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara serta
realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri

Pelaksanaan urusan tata usaha dan RT KPKN

3.4 Identifikasi Kegiatan Bagian Perbendaharaan

Salah satu tugas dari perbendaharaan adalah melakukan penerbitan Surat

Perintah Membayar ( SPM ) belanja pembangunan. Adapun rincian kegiatan yang

berkenaan dengan belanja pembangunan adalah sebagai berikut -

a.

o

@

Menerima dan menguji Surat Permintaan Pembayaran Belanja Pembangunan
termasuk bantuan luar negeri

Mencatat dana DIP atau SKO dalam kartu pengawasan kredit D.03.21 (KP,[1b)
Menerbitkan SPM dan advisnya atas SPP yang telah memenuhi persyaratan
Mencatat realisasi penerbitan SPM pada kartu pengawasan kredit

Menyiapkan laporan-laporan berkala mengenai realisasi belanja pembangunan
termasuk bantuan luar negeri

Lain-lain pekerjaan yang berkenaan dengan belanja pembangunan
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Kegiatan-kegiatan diatas dilakukan oleh bagian perbendaharaan sesuai dengan
pedoman yang telah dibuat oleh Direktorat Jenderal Anggaran dalam keputusannya

nomor SE — 18/A/2001.
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IV. KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jember mempunyai tugas
menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan dari  sebagian tugas Direktorat Jenderal
Anggaran berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu sebagai
tindak lanjut terhadap pembayaran anggaran belanja pembangunan, Kantor
Perbendaharaan dan Kas Negara ( KPKN ) berkewajiban melaksanakan tugasnya
sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal
Anggaran.

Berkenaan dengan tugas tersebut, maka dalam kesempatan Praktek Kerja
Nyata yang difokuskan pada pelaksanaan administrasi anggaran belanja
pembangunan, maka kegiatan yang dilakukan dengan cara terjun langsung pada
masing-masing bagian berkenaan dengan proses terlaksananya pembayaran anggaran

belanja pembangunan secara langsung, antara lain sebagai berikut :

4.1 Sistem Administrasi Pembayaran Anggaran Belanja Pembangunan
Langsung
Semua yang dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN)
Jember, termasuk untuk memperoleh pembayaran anggaran belanja pembangunan
selalu diawali dengan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan
Langsung (SPPP-LS) oleh bendaharawan hingga diterbitkannya Surat Perintah
Membayar (SPM).
. Flow Chart penyerahan Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (SPPP)

sampai diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dapat dilihat pada gambar 2.
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Gambar 2

Sumber data :

Sampai diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM)
Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Jember 2002-04-07

: Flow Chart penyerahan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Tahap — tahap penyerahan SPPP sampai diterbitkannya SPM adalah sebagai berikut :

l. Bendaharawan proyek yang bersangkutan mengajukan SPPP rangkap 3 kepada

KPKN vyang diserahkan pada Sub Bagian Umum dengan dilengkapi persyaratan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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Bagian umum setelah menerima SPPP dari bendaharawan proyek, bagian umum
mengadakan pencatatan yang berupa agenda yang selanjutnya dicatat dalam
Daftar Pengawasan Penyelesaian Surat Permintaan Pembayaran (DPP-SPP) yang
dilanjutkan dengan pencatatan rounting slip rangkap 3 dan kemudian diserahkan
kepada perbendaharaan untuk diproses lebih lanjut.

Pada seksi perbendaharaan dilakukan pengujian terhadap rounting slip rangkap 3
dan kemudian diproses serta dibuatkan konsep SPM.

Sub bagian umum setelah menerima rounting slip rangkap 3 dan konsep SPM dari
seksi perbendaharaan untuk diperiksa dan apabila sudah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, rounting slip dan konsep SPM diserahkan lagi kepada
perbendaharaan.

Seksi perbendaharaan menerbitkan SPM rangkap 3 yang telah ditandatangani oleh
kepala seksi perbendaharaan umum.

SPM lembar pertama diserahkan kepada scksi perbendaharaan umum untuk
dikirimkan pada kepala kantor tata usaha anggaran dan kemudian dikirimkan
pada bank dimana rekanan membuka rekening.

SPM lembar kedua dikirim kepada kantor usaha laporan harian yang disertai
berkas SPPP asli.

SPM lembar ketiga diserahkan pada sub bagian umum sebagai arsip atau alat
bukti pengeluaran yang telah disyahkan pada KPKN.

SPM lembar keempat dikirimkan ke Direkiur Tata Usaha Anggaran (Dit. TUA)
Jakarta. |

SPM lembar kelima dikirimkan kepada bendaharawan proyek yang bersangkutan

sebagai dokumen kelengkapan jalannya proyek beserta lampiran SPPP.
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2. Prosedur pembayaran anggaran belanja pembangunan yang melibatkan beberapa

departemen / lembaga dapat dilihat pada gambar 3 berikut :

DEP./ IO R BANK
LEMBAGA

DIP SPP

PIMPRO BENDH.
! PROYEK

Gambar 3 : Prosedur pembayaran anggaran belanja pembangunan
Sumber data : Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jember, 2002

Keterangan :
1. Departemen / Lembaga
2. Dokumen Daftar Isian Proyek ( DIP )

(s}

Pimpinan Proyek ( Pimpro )

Bendaharawan Proyek

Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan ( SPPP )
Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara ( KPKN )
Bank

o M TR N

Departemen atau Lembaga yang bersangkutan mengirimkan Daftar Isian
Proyek ( DIP ) ke pimpinan proyek yang bersangkutan, atas dasar Daftar Isian
Proyek ( DIP ) pimpinan proyek memerintahkan bendaharawan proyek untuk
membuat SPP yang kemudian diserahkan kepada KPKN. KPKN lalu menverifikasi
SPP yang diserahkan untuk diadakan pergujian dan penelitian, apabila SPP

memenuhi persyaratan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka KPKN akan
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menerbitkan SPM dan dikirimkan ke bank dimana rekanan membuka rekening,
setelah itu bank tempat rekanan membuka rekening memindahbukukan dana kas

negara ke rekening bendaharawan proyek yang bersangkutan.

4.2 Kegiatan Menerima  Surat  Permintaan Pembayaran  Pembangunan
Langsung (SPPP-LS)

Atas dasar Daftar Isian Proyek (DIP) dan petunjuk operasional, maka untuk
memperoleh pembayaran seperti yang telah diterangkan sebelumnya pada bab lain,
bendaharawan harus terlebih dahulu mengajukan Surat Permintaan Pembayaran
Pembangunan Langsung ( SPP-LS ) kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (
KPKN ) yang dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan sesuai dengan peraturan
atau Kketentuan yang ada . Berdasarkan dengan hal tersebut diatas, kegiatan

penerimaan Surat Permintaan Pembayaran adalah sebagai berikut -

Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Langsung ( SPPP-LS ) diajukan
oleh benadaharawan untuk diserahkan pada sub bagian umum inelalui loket

enerimaan dengan rangkap 3 ( tiga ) dengan persyaratan vane telah ditentukan.
£ 2 L UE = 3 )

B

Untuk  mempermudah pengawasan terhadap beberapa Surat Permintaan
Pembayaran Pembangunan Langsung ( SPPP-LS ) yang telah diterimanya,
petugas loket sesuai dengan peraturan mengadakan pencatatan yang berupa
agenda yang selanjutnya dicatat dalam Daftar Pengawasan Penyelesaian  Surat
Permintaan Pembayaran ( DPP-SPP ) yang dilanjutkan dengan pencatatan
rounting slip.

Dalam DPP-SPP antara lain dicatat nama kantor / satuan kerja / bagian proyek
bendaharawan yang mengajukan Surat Perminataan Pembayaran, tanggal dan jam
terima, jumlah uang yang dimintakan serta tanggal dan jam harus selesai. Untuk Surat
Permintaan Pembayaran Pembangunan Langsung, jangka waktu penyelesaiannya
adalah enam jam kerja sejak diterimanya SPPP sampai diterimanya cek SPM oleh

kepala seksi bendaharawan umum.
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4.3 Kegiatan Menguji Surat Permintaan Pcmbaya?an Pembangunan Langsung
( SPPP-LS ) pada Seksi Bendaharawan

Setelah kegiatan penerimaan SPPP-LS oleh petugas loket berjalan sesuai
sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka langkah berikutnya adalah diadakannya
pengujian / penelitian terhadap SPPP tersebut, dalam hal ini dilakukan oleh pejabat
pelaksana pada seksi bendaharawan.
Dalam kegiatan pengujian / penelitian ini, hal-hal yang harus diperhatikan adalah
sebagai berikut
1. Melakukan pengujian terhadap SPPP atas dasar Daftar Isian Proyek ( DIP ) asli

vang diterima dan ketemtuan lain yang berlaku

2. Melakukan pengujian tentang kredit anggaran vang tersedia masih
memungkinkan dalam pelaksanaa pembayaran yang diminta

A

&

Melakukan penelitian tentang pembayaran yang dimintakan tidak melebihi batas
pembiayaan yang ada
4. Melakukan penelitian tentang semua bukti pengeluaran yang dilampirkan sudah

dibuat sesuai dengan ketentuan vang berlaku dan memenuhi syarat-syarat

keabsahan

N

Melakukan penelitian tentang pembayaran yang dimintakan sesuai dengan tujuan
penggunaan dana yang disediakan

6. Berita acara pembayaran meliputi :

a. Isi, mencakup :

1. nomor, hari dan tanggal berita acara pembayaran

2. nomor dan tanggal Daftar Isian Proyek

3. tanggal, nomor dan nilai kontrak berikut addendumnya
4. uraian pekerjaan dan nomor PHLN

5. kode dan kategori

b. Perhitungan berita acara pembayaran harus benar dan sesuai dengan prestasi

pekerjaan

e

Perhitungan porsi PHLN dan pendamping harus proporsional

RO SRS e
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d. Pengisian rekap berita acara pembayaran harus konsisten deng yang terdahulu
e. Hanya terdapat 1 ( satu ) berita acara pembayaran dan mencakup termin
berbagai sumber dana
7. Melakukan penelitian tentang jaminan bank yang diisyaratkan masih berlaku
8. Melakukan penelitian mengenai asal sumber-sumber pembiayaan dan alokasi
sumber pembiayaan serta pembebanan pada kontrak.

Contoh bentuk dan pengisian SPPP dapat dilihat pada lampiran 111

4.4 Kegiatan Pencatatan Penerbitan Surat Perintah Membayar ( SPM ) pada
Kartu Pengawasan DIP / SKO Belanja Pembangunan

Pencatatan penerbitan SPM-LS pada belanja pembangunan dilakukan atas
dasar SPM-LS yang diterbitkan atas dasar SPPP-LS yang telah diujikan. Kartu
pengawasan DIP / SKO belanja pembangunan dapat digunakan dalam 1 ( satu ) tahun
anggaran tiap proyek / bagian proyek.
1. DA 03.21 per proyek / bagian proyek
2. DA 03.21 per Mata Anggaran Kegiatan ( MAK ) / tolok ukur
Hal itu dilakukan drngan tujuan untuk memudahkan sistem informasi dan laporan
serta untuk memudahkan pengujian terhadap SPP.
Adapun hal-hal yang dicatat dalam kartu pengawasan DIP belanja pembangunan
antara lain :

1. Bagian I diisi sebagai berikut :

a. Nama proyek yang bersangkutan
b. Alamat kantor proyek yang bersangkutan
¢. DIP/revisi, tanggal, nomor / jumlah rupiah
d. BantuanLuar Negeri / jumlah rupiah
Departemen / lembaga yang bertanggungjawab atas tersebut
f.  Direktur jenderal dari departemen yang bersangkutan

g. Lokasi proyek tersebut dilaksanakan
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Nama sektor dan kodenya sesuai dengan satuan tugas
Nama sub sektor dan kodenya sesuai dengan satuan tugas
Nomor kode program sesuai dengan satuan tugas

Nama proyek sesuai dengan satuan tugas

Pemberi bantuan luar negeri

Bagian I diisi penanggungjawab proyek, antara lain :

a.

e o

(A

f.

Nama pimpinan proyek

Nomor induk pegawai

Nomor dan tanggal surat keputusan pengangkatan
Nama bendaharawan proyek

Nomor induk pegawai

Nomor dan surat keputusan pengangkatan ks

Bagian [II diisi dengan spesimen tandatangan, paraf dan cap proyek, dimana

dalam hal ini dapat diketahui dari spesimen tandatangan, paraf dan cap proyek

vang dikirim oleh pihak yang bersangkutan, atau pimpinan proyek datang

langsung pada KPKN untuka mengisi pada kartu yang dimaksud.

Bagian IV diisi tentang realisasi penerbitan SPM / surat kuasa penerbitan SPM

yang antara lain memuat :

a.

kolom pertama ( 1 ) adalah merupakan tanggal dan nomor serta surat kuasa
penerbitan SPM

Dana dalam DIP adalah dana yang tercantum dalam DIP bersangkutan per
Mata Anggaran Keluaran ( MAK )

kolom kedua ( 2 ) adalah merupakan tanggal diterimanya SPP

kolom ketiga ( 3 ) sifat dari pembayarannya ( langsung )

kolom keempat (4 ) MAK untuk belanja penunjang

kolom kelima ( 3 ) adalah MAK untuk belanja moda

kolom keenam ( 6 ) adalah jumlah dari belanja penunjang ditambah dengan

Jumlah belanja modal
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g. kolom ketujuh adalah jumlah Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (
UYHD ), termasuk dari penyediaan dana, potongan / setoran sampai pada sisa
yang masth tersedia

h. kolom kedelapan ( 8 ) adalah sisa dari keseluruhan dana yang tersedia

1. kolom kesembilan ( 9 ) adalah paraf dari pihak KPKN ( Ka. Subsi ) dimana
setiap penggunaan dana yang ada

Contoh bentuk dan pengisian Kartu Pengawasan DIP / SKO Belanja Pembangunan
dapat dilihat pada lampiran V

4.5 Kegiatan Pengartuan Pada Kartn Pengawasan Kontrak
Kartu pengawasan kontrak ( DA.03.22 ) seperti pada contoh terlampir dibuat
untuk tiap kontrak / SPK yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau
dengan uang muka. :
Adapun data yang dicatat antara lain adalah :
1. Umum
a. Departemen / lembaga yang bertanggung jawab atas proyek yang
bersangkutan
b. Nama proyek harus sesuai dengan yang tercantum dalam DIP
Nama bagian proyek harus sesuai dengan yang tercantum daiam DIP
d. Tanggal dan nomor DIP harus diisi secara betul
e. Nama pinpro / pinbagpro yaitu nama pejabat dan NIP yang bertanggung
jawab langsung atas pelaksanaan proyek
2. Data Kontrak, antara lain terdiri dari :
a. Rekanan
1. Nama perusahaan / rekanan yang melaksanakannya
2. Alamat perusahaan / rekanan yang melaksanakan proyek
3. Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) dari perusahaan / rekanan yang

melaksanakan proyek
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4. Nomor rekening dan nama bank dimana rekanan membuka rekening

Tanggal dan nomor kontrak seperti yang tercantum dalam kontrak antara

rekanan dengan pemimpin proyek

Pekerjaan yang dikontrakkan antara lain memuat uraian pekerjaannya

Harga / nilai kontrak yaitu jumlah biaya ( rupiah ) yang dikontrakkan pada

rekanan tersebut

| Kategori sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak

2. Porsi pendanaan atau besarnya porsentase yang dibiayaidari bantuan luar
negeri

Jangka Waktu Pelaksanaan

I. Jumiah hari / bulan atau waktu yang diperlukan untuk penyelesaian
proyek .

2. Tanggal dimulainya pelaksanaan proyek

3. Tanggal penyerahan pertama sesuai dengan berita acara penyelesaian
pekerjaan

4. Tanggal penyerahan kedua sesuai dengan berita acara penyelesaian
pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak

Uang Muka

I Besarnya uang muka yang telah diberikan kepada rekanan

2. Nama bank / asuransi pemberi surat jaminan

3. Tanggal dan nomor surat jaminan

4. Tanggal berakhirnya surat jaminan vang ada pada bank

Addendum Kontrak

Addendum I

[. Tanggal dan nomor addendum kontrak pertama

2. Perubahan yang dimuat atau permasalahan yang dirubah dalam kontrak

Addendum I

I. Tanggal dan nomor addendum kontrak kedua
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2. Perubahan yang dimuat atau permasalahan yang dirubah dalam addendum
kontrak pertama
Kartu pengawasan kontrak ini ( DA.03.22 ) ditandatangani oleh Kepala Seksi atau
Kepala Sub seksi Perbendaharaan
Contoh bentuk dan pengisian Kartu Pengawasan Kontrak dapat dilihat pada

lampiran VI

4.6 Kegiatan Membantu Penerbitan Surat Perintah Membayar pada Seksi
Bendaharawan Umum
Setelah melakukan pengujian dan penelitian terhadap Surat Permintaan
Pembayaran Pembangunan Langsung ( SPPP-LS ) oieh Seksi Perbendaharaan dan
telah memenuhi semua persyaratan yang tel.ah ditentukan, maka Surat Permintaan
Pembayaran Pembangunan ( SPPP-LS ) yang diajukan tersebut dapat dipenuhi
pembayarannya dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS).
Surat Perintah Membayar Langsung ( SPM-LS ) dapat diterbitkan oleh Kantor
Perbendaharaan dan Kas Negara ( KPKN ) dengan rangkap lima (5) yang telah
ditandatangani oleh Kepala Seksi Bendaharawan Umum.
Adapun lima (5) lembar Surat Perintah Membayar Langsung ( SPM-LS ), antara lain
terdiri dari :
a. Lembar pertama, terbagi atas dua bagian,
1. Bagian atas dengan nama atau disebut dengan Surat Perintah Membayar ( SPM
) untuk dikirimmkan pada Kepala Kantor Tata Usaha ( KTUA )

o

Bagian bawak disebut dengan carik Surat Perintah Membayar untuk
dikirimkan pada bank dimana rekanan membuka rekening
b. Lembar kedua, terbagi atas dua bagian,

1. Anggaran ( KTUA ) oleh Sub Bagian Umum sebagai Bagian atas dikirim
kepada Kantor Tata Usaha laporan harian yang disertai berkas Surat
Permintaan Pembayaran ( SPP ) asli

2. Bagian bawah untuk dikirimkan pada bank dimana rekanan membuka rekening

i
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Tabel 3 : Daftar Pengantar Lembar ke 2 (SPM ke KTUA)

DAFTAR PENGANTAR LEMBAR KEDUA SPM
BESERTA DAFTAR PENGUJI BAGIAN BULAN FEBRUARI
NO : 18/ WA.12/PKI11.10 /2002

KEPADA : Yth. KEPALA KANTOR TATA USAHA ANGGARAN SURABAYA 1 DI SURABAYA

i‘ BRIPK | YULIAN DATA [ JUMLATTTARI ING !
[ | |
1 237 ‘ BULAN INI ‘
} Y )Ki(‘)]@i’l?)k“*f\li\l T W AOANGE =]
| |
; i —a e e
| | ‘ 1
‘ 1 l ,
| 5] |
| | |
| |
‘ x [ :
' s \
| | !
{ | 1
‘ .
; l
| |
, i
|
‘ ;
|
[ | ! |
| ; | ‘
| |
I | l
‘ %
I TUMI T e | E

Tembusan : Disampaikan kepada
Yth. Kepala Kantor Wilayah X1
J. Indrapura No. 5 Surabaya

JUMLALLS/D TIARI LALU JUMLAIT S/D TIARI NI
BULAN INI BULAN INI
Si‘.‘&n”[ & UANG SPM UANG
i
|
i
W §
1
i
| |
| |
{
|
|
|
|
b oy Sk TN Sl
Vel Bt T o L0 S T & S|
Jember. Februari 2002

Kepala Kantor

Drs. F.X. Surjo Bintoro
Nip. 06003533
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¢. Lembar ketiga termasuk bagian atas dan bagian bawah yang merupakan Surat
Perintah Membayar ( SPM ) pertinggal Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (
KPKN ) sebagai arsip atau alat bukti pengeluaran yang telah disyahkan.

d. Lembar keempat yang terdiri dari bagian bawah dan bagian atas yang
kesemuanya untuk dikirim ke Direktur Tata Usaha Anggaran ( Dit. TUA )
Jakarta.

®

Lembar kelima termasuk bagian atas dan bagian bawah yang dikirim pada
bendaharawan proyek yang bersangkutan sebagai dokumen kelengkapan Jalannya
proyek beserta lampiran Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan ( SPPP ).

Blanko Surat Perintah Membayar Langsung ( SPM-LS ) telah ditetapkan
bentuknya, antara lain memuat ;

I Tanggal dan nomor penerbitannya

!\)

Dasar pengeluaran atau pembayarannya

S

Lokasi pembangunan

4. Jenis anggaran

N

Jemis Surat Perintah Membayar ( SPM )
6. Sifat pembayaran

7. Jumlah kotor

8. Jumlah potongan

9. Jumlah bersih yang harus dibayarkan

10. Tanda tangan yang mengeluarkan Surat Perintah Membayar ( SPM )
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Tabel 4 : Daftar Pengiriman Lembar ke-4 SPM ke Dit. TUA

DAFTAR PENGIRIMAN LEMBAR KE-4 SPM
ATAS BEBAN REKENING KHUSUS

Tahun Anggaran
Bulan

Minggu ke
Tanggal

Departemen / LLembaga

No. Loan

2002

: Februari 2002
STV (empat ) ;
: 20 s/dengan 235 Februari 2002

KPKN Jember

- Permuk. Dan Pras. Wil. R1

- Loan IBRD 3762/ 10471202

40

[ NO SPM_ | JENISSPM | NILAI |  DOKUMEN
URUT | NOMOR | TANGGAL (LS/GU) (Rp) i PENDUKUNG
bWl P NP I AR w4 L 8 ( agar diisi tanda V)
s 2 3 4 5 Falblcld[e]fle

2 500026C 24-2-2002 LS e | 40434946 | X
2, 500027C 24-2-2002 LS 91.083.054 @ X
3! 500023C 24-2-2002 LS 61.837.673 | X
| . 500022C 24-2-2002 LS 57.558.109 | X
5, 500030C 24-2-2002 | LS 47973382 | X
6.1 | 50003IC 24-2-2002 | LS 58.510.036 | X | |
a. BAP Jember, 24 Febuari 2002
b. NOL an. Kepala KPKN Jember

c. Invoice dari supplier

d. Factory’seorang Invoice

¢. Manufacturer certivicate

f. Daftar rincian permintaan pembayaran

g. Rekap pengeluaran per kategori yang
dibuat oleh proyek

Kasi perbendaharaan
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V. KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan dan didukung oleh pengalaman-

pengalaman yang diperoleh selama praktek kerja nyata di Kantor Perbendaharaan dan

Kas Negara ( KPKN ) Jember, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1.

W

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara ( KPKN ) Jember merupakan bagian
mstansi dari departemen keuangan yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok
dari Direktorat Jenderal Anggaran ( DJA ) yang melaksanakan sebagian tugas dari
Departemen Keuangan dibidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (
APBN ) berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan
Struktur organisasi yang diterapkan oleh Kantor Rerbendaharaan dan Kas Negara
( KPKN ) Jember adalah struktur organisasi garis yaitu setiap atasan mempunyai
bawahan tertentu, dan seorang bawahan bertanggung jmvab._l\'cpada atasannya atas
pelaksanaan pekerjaan yang telah diperintahkan

Pelaksanaan administrasi pembayaran anggaran belanja pembangunan oleh

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara ( KPKN ) Jember meliputi kegiatan-

kegiatan sebagai berikut :

a. Penerima Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Langsung ( SPPP-LS )
yang diajukan oleh bendaharawan kepada sub bagian umum melalui petugas
loket

b. Pengujian Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Langsung ( SPPP-LS
) oleh seksi perbendaharaan

¢. Pengkartuan pada kartu pengawasan kontrak oleh seksi Perbendaharaan

d. Pencatatan dan penerbitan Surat Perintah Membayar ( SPM ) pada kartu

pengawasan DIP / SKO Belanja Pembangunan oleh seksi Perbendaharaan

(¢

Proses penyelesaian Surat Perintah Membayar Langsung ( SPM-LS ) oleh

seksi Bendaharawan Umum
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Pelaksanaan administrasi pembayaran belanja pembangunan oleh Kantor

Perbendaharaan dan Kas Negara ( KPKN ) dilaksanakan sesuai dengan pedoman

vang ada antara lain :

a.

b.

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 54/KMK01/1999

Himpunan Surat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran ( DJA ) 2001, khususnya
yang berhubungan dengan Bantuan Luar Negeri ( BLN )

Surat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran ( DJA ) tanggal 14 Maret 1990 No.
SE-39/A/1990

Surat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran ( DJA ) tanggal 15 Mei 2000 No. SE-
72/A/2000

Surat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran ( DJA ) tanggal 29 Januari 2001 No.
SE-18/A/2001 -

L
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI

JI. Juwa (Tegalboto) No. 17 Kotak Pos 125 - B Deckan (0331) 232150 (Fax.) - 'T.U. 337990
Kampus Bumi Tegal Boto Jeinber 68121 - Jatim

15

Nomor 1/'00_5’/J25.l.4/P 6/ Zexs/ Jember, sonGvambar 2001
Lampiran :
Perihal . Kesediaan Menjadi Tempat PKN

Mahasiswa Fak, Ekxonomi UNEJ

o el S S T I L P ]
Kepada © Yth. Pinpinan Zantor tHerbenda

hara-in 43n Kas Vezura

di-

Jambepr

Bersama ini dengan hormat kami beritahukan, bahwa guna melengkapi persyaratan kelulusan
dalam mengakhiri studi pada pendidikan Program Diploma Il Ekonomi para mahasiswa
diwajibkan melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).

Seliubungan dengan ini, kami mengharap kesediaa® Instansi yang Saudara pimpin untuk

menjadi obyek atau tempat PKN. Adapun mahasiwa yang akan meclaksanakan kegiatan
tersebut adalah :

No. Nama NIM Bidang Studi
1 INAYAaH Y9, 1050 Adm, Perusahaun
2 SRIVAHYUNT 99,1285 Adm, Perusalizan

Adapun pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut pada bulan :

Pebrys el = bl

Kami sangat mengharapkan jawaban atas permohonan tersebut dan sekiranya diperlukan
persyaratan lainnya kami bersedia 1nemenuhi.

Atas perhatian dan pengertian Saudara, kami menyampaikan terima kasih,

n-D e koan
bantu Dekan 1,

Drd o weid Dt paangap

41D, 130531975

_‘
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DEPARTEMEN K UANGAN REPURT IR INDONESEA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
KANTOR WILAYAH XV
EANTOR PERBENDAHARAAN DAN KA .‘-i MEQARA JENRER

| LI AN S 192

ok o W R MR 5 Y AR G A N AN O L G

4

WNumor c 8- 510 AWATSIPK . 1110:2001 27 Nopember 2007
Sifat : Biasa
Leappiran -
I3al - Kesediaan menjadi tempat PKN
Mahasiswa Falwultas Ekononi
Unnversitas Jember 3

Yth. Dekan Fakuhas Ekononu
Up. Pembantu Dekan I
Universttas jember

Menunjuk Surat Saudara tanggal 22 Nopember 2001 No. 40051251 4P 6 2001
perihal pada pokek surat dengan diberitahukan bahwa kanu tidak keberatan nmiuk
*menerima mahasiswa Saudara atas nama :

Ne i Nama i NIM i Blddﬂ" bludl

1 INA “aH 991050

¥ SRI WAHYUNI - 99,1288

Unmik melaksanakan Praktek Kerja Nvata (PKN' werhiing mular bulan Februnr
s.d Maret 2002, dengan caatan selama melaksanakan PEN agar mematahi somua
peraturan yang ditctapkan oleh Kantor.

. Demikian untuk menjadi maklum.
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SURAT PERMINTAAN PEMEAYARAN PEMBANGUNAN ( LEMIBAR: A )

DA.02.05

UYHO ( S#PP DU )
Tumbshai: UYHD ( SPPP - TU )
Penggantien UYHD { SPPP - GU )

MOCO

Pembryaran Langsung ( SPPP - LY )

Kode Pinjaman St e a5
Pembiasyaan Rupiah

BLN ( Pembisyaan Langsung / PL )

BLN ( Pembisyaan Pendahuluan / PP 3

BLN ( Rekening Khusus/RK)

X¥UOOO

1. Departemen /

anisasi 9 DIP/SKO : D10
g o 'ﬂ())e/)jtf)dfﬂfl lingk . Pemukiman 10 Yal. ../ Z.MIEL PRy,
4. Bagian Proyek /Oe/‘koiaaq ab . Tember 11, Tolok Ukur
5. Lokasi cJatim Praye. /)oco” C
6. Teinpat H /\’a(‘)(//Oqten \7@@&(/‘ L 14, Tahun Anggarun 3- &
7. Alamat : VC - kGIL/ﬂ7aﬂ toﬁ 174 /9 \72’7766/\ 14 Bulan 3 qut
8. No. Louan . orn KEPADA

Category

Porsi

Dengan mempethatikar
Tahun : 80061 b likste

3. Jumlah pemnbayaran
vang dimintakan

b, Untuk keperoan

c. MAK

g Atas nama

DITERMAA QLEM
KPKN DI @ ..

Pada tangqol .

Puk.y

NiP

stan Untuk KPKN

KBag. /6 /Ct/nb/ayaqn 7P 1iEungd

3

No_OF /HCL T 7935 330 JB00R

YTH. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara

1 ketentusn dalam Kaputusan Presiden Nomor ..

bersarna ini kami ajukan Pum.mamn Pembuyaran sebsgai berikut ¢

agka
huruf

/’em/m ary
Vo' Pl 4

CV? Jaya Utama

”‘000 -()ezlf Jute dva ralus duve ploh lma whu ,

(VBRI L ST
0. Alamat JL /\Qé,/nqp tan J/ /y v]gm;ber
Lo Mempun o rokisiog M/ chber\
//8 A0 O3
9. Dongan pun
| YOLOK t e o
NG, MAK BERS 'I" SPPIGPM SAMPA! i JUMLAH SISA
URUC | M. SEMULA TOLGE , TR DNG YALG LALY St SAMPAI DENGAN DANA
DALAM DI (AP { RP ) SPP INI R RP ) (RP)
B SRR W “_ 5 6 7
1 TOLOK UKLR DAN ¢4
. g T
I8¢ A 60600000232 37§ 000| k. 23S, OO | 2Yy SO, cop| S0 000
e TR TR TR T R e g e
SEMUA TOLOK w Ut
i
]
e R AE. e R B R
UYHD e B 14
LAMPIRAN - 1 1 nbad 1 [T Surat bukii B R e iy L
SRl untuk pongolusran ... winbar

MENGETAHUI/MENYETUJUI
PEMIMPIN PROYEK /
BAGIAN PROYEK,

BENDAHARAWAN PROYEK /
BAGIAN PROYEK,

-
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DAFTAR RINCIAN'PERMINTAAN PEMBAYARAN PEMBANGUNMAN ((LEMBAR:'3)

B |
NOMOR

1. DEPARTEMEN /

LEMBAGA 7.0IP 1SKO :
2. UNIT ORGANISASI : D PENGGANTIAN U Y HD BETOL. vt iniinne NG,
3. LOKASI : 9. TOLOK UKUR
4. KANTOR/SATUAN

KERJA 10. KODE TOLOK UKUR
5. TEMPAT ; PAGU TOLOK UKUR R AR, - ek
6. ALAMAT

T e T R R T
3UK T PENGELUARAN
s , JUMLAH KOTOR
YANG DIBAYARKA
JRUT TANGGAL DAN NGDIBAYARKAN
NOMOR BUKT NAMA PENERIMA DAN KEPERLUAN NPWP M A K (RP)
| PEMBUKUZ N
iy g 2 3 4 5 6
1
JUMLAH LAMPIRAN JUMLAH SPP INI (RP )
SPM/SPP SEBELUM SPP INI (RP) ATAS BEBAN TOLOK UKUR INI
............. LR
L JUMLAH S/D .S PP INI ATAS BEBAN TOLOK UKUR INI
MENGETAHUI/MENYETUIUI
PEMIMPIN PROYEK / BENDAHARAWAN PROYEK /
BAGIAN PROYEK, BAGH RE

32.06 NIP. 0P,
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AL BT ORI nrre N\

KANTOR PERBENDAHARAAN DAN KAS-NEGARA

3 Qm\c& en

KARTU PENGAWASAN DIP / SKO BELANJA PEMBANGUNAN

- Lampiran
Nomor

Tanggat :

L NAMA PROYEK
ALAMAT KANTOH :

oiP TANGGAL NOMOR Rp.

a. Murni ¢ Rp.

b.BLN Ap.

Revisi | TANGGAL NOMOR Rp.

a. Murni Ro.

b.BLN Ro.

Revisi Il TANGGAL U ol Q002 NONOR J05 \%$ AP Nw g

J a. Murni X R/g.

b. BLN " Rg.

\a&\%m@e Cingk. pemvkiman Perkotaon fab. ~Zmber

Departemen / Lsmbaga
Direklorat Jenderal *
Lokasi

Sektor

Sub Sektor

At

.Program

Kode Proyek “WW\N- \.m
NPLN Nomor / Pemberi BLN GN\QRN\NQ\ DSAr) A8l \\

. Beg . /6 pemiadyaon dean gerhitvagan
v b 3 7 i

=

. Nama Pinpro / Pimbagpro

. PENANGGUNG JAWAB PROYEK :

L, %Q\og,%\ Ads

Hil. SFESIMEN TANDA TANGAN, PARAF DAN CAP PROYEK :
° 1. Tanda Tangan _ Parai

Cap Froyek :

1
o $ 0
“ no. dan Tgl. SX. Pengangkatan : \\m e \NQ n\\ 200/ . .\WN %(l /7 - RS \\) h...\\yQ Qt\.\ eﬂ\ No. Re
2. Nama Bancoro/ Banabegpno . Maghm V24 2. Tanda Tangan - Paral
a NIP :
F - PWP g
o. Ne.dan Tgl. SK. Pesgmngkatan - / /(& Yy \&.Om\\.bﬂﬂ\. '\JWN hf- 10 -R00 7 \»\Qn\{ N gﬂwn\qgmm
P 5 V. REALISASI PENERBITAN SPM / SURAT KUASA PENERBITAN SPM / UYHD
B, Tol. dan No. 5P _ i M AK Belanja Penunjang M AK Eelanjs Modal UYHD x _
et e n...m....h!.a.! fedgw 2P w 519 520 549 s89 Jumiah 4P 591 592 593 594 595 896 ¢ Jumiah BM Lm.naa.wu i Panyediaan vﬂﬂu.-....\ Sisa Seturuhaya Fraf
1 2 3 ‘ 5 L] 7 ] 9(5wds) 10 1" 12 13 14 15 16(10w/415) 17(9+16) 1% 9 20 21 22
DANA DALAM DIP / SKO
712 \m.\ - O R6-F0A L B cooaR & 50,000,600 N\MG. ¢, cog
S W 3 23.350.409 . 73.370 tog 550,
76 8 eod /6.65v.000| 76 650.000
.
- 1
DA v 21

-
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L e T R e R RN T IE Sy B Targgal :
; TAHUN ANGGARAN :
S002
Ewﬂﬂ.q uvmzo>s>m>z mﬂozwﬂamﬂ ....................................
L. UMUM 5. Jangka Waktu Pelaksanaan ** )
1. Departemen / Lembaga 4 \m\w\&m\o 0\.*§me§be a. Jumlah hari / bulan
2. Nama Proyck s Lenyergtan L \d%«x\ﬁ%ﬁb\q b. Tanggal dimulai pekerjaan
3.. Bagian Proyek 3 \o x\,NQ NQQJ \mnm r\m\kmq\; c. Tanggal penyerahan pertama
' 4./¥ode Frovek . d. Tanggal penyerahan kedua
5.(Tanggal dan No. DIP
6.(Nama Pimpro/ Pembagpro L/ R % A .A.\..C Z=v ............................
6. Uang Muka :
a. Besarnya uang muka
'IL°  DATA KONTRAK - RpMumi :
- BLN/ Loan .
1.-Rekanan b. Nama Bank / Asuransi Penjamin
4. Nama Perusahaan c. Tanggal dan No. surat jaminan
b: Alamat Perusahaan d. Tanggal berakhirnya jaminan
< NPWP ¢. Cara pengembalian uang muka *** ) : 1. Sekaligus pada termijn I
d. No. Rekening / Bank 2. Sesuai termijn
2.-Tanggal dan Nomor Kontrak
a. Tanggal Kontrak
b Nomor Kontrak IIl. ADDENDUM KONTRAK
NG ) TR, C - ;o LB e
3. Pékerjaan yang dikontrakkan . Q\;MQ\}Q\J ....... f\h\»ﬁ&&‘ﬂﬁ) ....... 2. BerubshanyBug dimuat 47 2. 0 B e,
_ v/ AVL T ,unxﬂlﬁip .........................................................................
4. Harga/ Nilai Kontrak *) »owo . 60,090 .0 B dend
a, Kategori L ) Twggatdun Mo, | vt Wl e o e
b. Forsi Pendanaan 2. Perubahan'yang dimOat, 00 . L5 w0 e
- Rp. Mumi | - - s
i, I TR e T L T
A%s bl ik = fossatang | e
gasne
e%&.ﬂw& JEMRER
an : 4."‘!.) ’
yang tidak perlu

| sesuai dengan kontrak
ret yang tidak perlu
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RN Sl T W)

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I " i
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN | SURAT PERINTAH MEMBAYAR NowDE 76 . ST w
Dari : . MENTERI KEUANGAN R.J &) Régiscr ALy 78 bl a,
Dengan BRPK s‘?é o)
Tanggal 2
Dysar pengeluaran/pembayarpn fhl’l i al’/ﬂiqh . Kode Kantor/Proyek : 0(7 ¢ -807 £‘22 -/€
fents

é/,a?/; fenviciman

Laqn kaf. Jmber
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